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',} Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Jafinegara
g

+/ Nomor : 039/1.851.2.027 Tanggal 16 Pebruari 2010 dan sefeloh ditefti, maka
. Kepdla Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan iri
" memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

k]
:‘} Nama Sekolah : TK.BPS &K
;’_. Alamat : Jalan Cipinang Jaya CC No.44
3' 33 Kelurahan Cipinang Besar Selatan
’."‘ Kecamatan Jatinegara
:} Jakarta Timur
/ Pimpinan Sekolah : Tri Purwani

Pimpinan Yayasan : H. TriRatmcko

Demikian Surat lzin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, beraiy
mulai tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan fanggal 22 Pebruari 2015

Pimpinan Yayasan Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2010
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DINAS PENDIDIKAN
PROVINSL DAERAN KHUSUS IRUKOTA JAKARTA

Jokarta, 26 Juli 2016

Kuapada
Yth 1 Para  Pmpinan  Yayasan
Penyelenggara Pondidikan
2. Para  Pimpinan  Lembaga

Pondidikan Neger dan Swasta
dl
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR T /8Z72016
TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN 1ZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menleri Pendidikan dan Kebudaysan Nomar 36 Tahun
2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7
Tahun 2016, dergan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagal beriku: :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas PMendidikan dan
atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan
pengurusan !zin Operasional ke BPTSP selambst-lambalnya 2 tahun sejak diterbitkan.

2. lzin Operasional lemoaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
dan atau Badan Palayanan Terpadu Satn Pirtu tetap berlaku sepanjang lembaga
pendidikan dima<sud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamal,
dan status lemkbaga, sehingga lambaga pendidikan cimaksud tidak perlu mengurus
perparjangan izin operasional.

3. 1zin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-wak:u
manaka'a lembaga pend dikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan
sebagalmana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kordisi sekolah dengan
menggunakan format terlampir, sebagal bahan masukan pada peninjauan kembali
Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi, format isian dimaksud diklimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang
Perseskolahan dan Bidang PAUDNI palirg lambat tanggal 13 Agustus 2016.

5. Khusus pemrohenan 1zin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dinl (PAUD) atau
Satuan Maud Sejenis yang berada di zona perumahan yarg bersifat non profitinon

komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus
melampirkan :
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2. Penyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
b. Persetufuan tetangga disekitamnya subagai penggant! UUG,

- Pemanfaatan fasiitas sekolah negsn oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat

diberikan dengan adanya perjanjlan kerjasama artara yayasan dengan [emerintah

Pravinsi DKI Jakanla, dalam bal i Badan Pengolola Keuangan dan Asct Daerah
Provins) DK Jakarta,

Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki zin operasional dan terakreditasi
dapal mongembangkan/monambah kompetensi xeahlian baru sesuai hasil analisis
‘untutan masyarakat, dunia usaha, dunia nductri, actelah mendapatkan izin dari Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakana.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

serta ponuh targgung Javob.

Kepala/Dinas Pendidikan
Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta,
L Ve

g x'"SOpaflearlanto
NIP 18621107199G8031001
Tembusar -
1. Gubemur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provins! DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DK! Jakarta
8 Wakil Kepala Dinas Pendidikzn Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Prcv nsi DKI Jakaila
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang padd Dinas Perdidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah | dan Wilayah Il Kota Administrasi di Previnsi
DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep, Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikar, Kecamatan di Previnsi DKI Jakaria
15, Para Pengawas 8D, SMP, SMA, SMK dan PLB Provingi DK Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.
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